O

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR ., TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN

NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI

Menimbang

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13
Tahun 2016  tentang Pendelegasian ~ Wewenang
Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam
Bidang Kepegawaian, dan Pemberian ~Mandat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 34
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupatl
Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah
Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian
Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus,
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kudus diberi delegasi wewenang untuk
menandatangani petikan keputusan dan naskah dinas
dalam bidang kepegawaian ;

bahwa saat ini jabatan Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus tidak dijabat
oleh pejabat definitif dan dijabat oleh Pelaksana Tugas
(Plt.) berdasarkan Surat Penugasan/Perintah Pelaksana
Tugas Penjabat Bupati Kudus tanggal 30 Agustus 2018
Nomor 821.2/2125/26.00/2018 ;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian
Negara tanggal 5 Februari 2016 Nomor K.26-30/V.20-
3/99 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, Pelaksana
Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian
yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai ;

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna
kelancaran penandatanganan petikan keputusan dan
naskah dinas dalam bidang kepegawaian, perlu
menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kudus
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam
Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;

{4 f



., TSRS, e e

Mengingat

[SS]

scbagaimana

e bangan
pertmbang o pcrlu

bahwa berdasarkan gar 82
dimaksud huruf a, hurul b, huruf ¢, dan hu

skan Peraturan Bupati; :
L 13 Tahun 1950 tentang

Kabupaten dalam

meneta
Undang-Undang Nomor
pPembentukan I)nerah-l,)i:wr:lhh
Lingkungan I-‘ropinsi Jawa Tengan .
Unsang-l,lminng Nomor 5 Tuhu[? 20};{}} t;:(;(:gggﬁp;rﬂu}t&g
o0 Nepara (Lembaran Negara RepubIix sia Tahu
33)]]E']NL§L:III1\()(11' 6, 'I‘umbuh:?n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54941 ;
Undang-Undang ~ Nomor 73 Tahun 2014 tcnt:llr?};{;
Pcmcriﬁtnhan Dacrah (Lembaran Negara RCpU)»l.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,cmbara{l
Negara Republik Indonesia Nomor ;’:»587), scbaga)m‘ana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 7015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negerl Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor
Pelayanan  Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
179);
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ;
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Memperhatikan

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahgn QOl.fl tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus (Berita Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Nomor 30) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kgputusan
dan Naskah Dinas dalam Bidang Kcpegawaian, dan
Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus (Berita Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Nomor 13), schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Keputusan dan Naskah  Dinas dalam  Bidang
Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 34) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 9} ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31) ;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli
Bupati Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2016 Nomor 32) ;

. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Februari

2016 Nomor K.26-30/V.20-3/99 perihal Kewenangan Pelaksana
Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian ;
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MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Menetapkan

Pasal |

Lampiran 1 dan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang
Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2017 tentang

' Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan
dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian
Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 34) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, — memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
““ﬁﬁ?m Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas ko!
No. | Jsbztn | waraf |

i’ s — Ditetapkan di Kudus
el ) E pada tanggal 13 Maret 2019
|

il St s g: BUPATI KUDUS,

‘5 i,A“:/“" l /f“ 7 MUHAMMAD TAMZIL

— EOEEP. S AMm—

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 deret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM’ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2V17  NOMOR 7.

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.12.04
14:15:43 +07'00'
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